BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian Reformasi Pengelolaan FABA PLN melalui Pedoman Perbaikan

Peraturan Kebijakan Pemanfaatan FABA  di Lingkungan PT PLN

menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. PLN telah berupaya melaksanakan kebijakan Pengelolaan FABA sesuai
regulasi pemerintah yang ada dan berusaha melaksanakan
pemanfaatannya  dengan  mendahulukan  lingkungan  daripada
komersialisasinya.

2. PLN telah melakukan semua jenis inovasi guna mengoptimalkan
pemanfaatan FABA. Namun masih terdapat permasalahan yang masih
perlu dipecahkan dalam tatakelolanya. Inovasi dalam governance yaitu
perbaikan regulasi internal dan eksternal menjadi factor kunci dari upaya
PLN untuk mendorong inovasi pemanfaatan FABA melalui penciptaan
factor inovasi yang mendukungnya (lingkungan, organisasi, ciri-ciri
inovasi, dan individu), penerapan berbagai jenis inovasi, dan optimalisasi
hasil yang ada.

3. PLN memerlukan suatu Pedoman yang menjembatani secara teknis dan
ekonomis untuk pemanfaatan FABA yang menjadi acuan bagi PLN
untuk bekerjasama dengan pihak ketiga dan sebagai bentuk peran serta
PLN di Masyarakat agar FABA dapat memberikan nilai tambah secara
positif buat branding PLN. Diharapkan ada keseragaman aturan dalam
implementasi teknis dan ekonomis pemanfaatannya dengan tetap
memberikan ruang inovasi yang telah dijalankan selama ini dan

antisipatif terhadap perkembangan dimasa mendatang.
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B. Saran

Berdasarkan proses penelitian dan hasil penelitian, disarankan kepada

Direksi PLN hal-hal sebagai berikut :

1. Segera membuat rancangan perbaikan peraturan pemanfaatan FABA
yang kondusif bagi inovasi dan ditetapkan sebagai acuan oleh seluruh
jajaran PLN sehingga inovasi pemanfaatan FABA dapat berjalan optimal.
Selanjutnya melakukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait
untuk mengantisipasi permasalahan dan kendala regulasi yang ada
terutama terkait dengan implementasi pasal 10 PP 22/2021 dan permen
KLHK Nomor 19 Tahun 2022 bahwa masa simpan masih dibatasi 3
tahun, artinya pada tahun 2024 akan menjadi bom waktu yang akan
mengunci PLN secara yuridis bila tidak ada pemanfaatan FABA di unit
PLTU maka ada pelanggaran hukum.

2 Melakukan inovasi berorientasi misi yang menghasilkan hasil baru dan
jelas sebagai tanggapan terhadap tujuan menyeluruh untuk mencapai
tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan ini, PLN Holding dan Unit PLTU
harus menetapkan tujuan dan peta jalan yang jelas untuk
mengoptimalkan pemanfaatan FABA.. Menggunakan instrument Nature,
sosial, ekonomi dan Wellbeing dalam menentukan outcomes
pemanfaatan FABA disamping pertimbangan lainnya seperti pelibatan
masyarakat (citizens) guna mencapai partisipasi public, kolaborasi dan
keberlanjutan (profit, people dan planet).

3. Perbaikan Peraturan Pemanfaatan FABA di lingkungan PT PLN harus
memenuhi harapan seluruh stakeholder di era New Public Service (NPS),
termasuk kepentingan PLN sendiri dalam menjalankan bisnis dan tugas
pemerintah. Perbaikan ini harus mempertimbangkan aturan K3L,
pematuhan dengan peraturan, pyramida pemanfaatan, perencanaan
tahunan pemanfaatan, empat tipe pengelolaan, sosialisasi yang efektif,
kecukupan anggaran, jarak PLTU ke lokasi pemanfaatan, model bisnis
pengusahaan dan evaluasi berkelanjutan. Selain itu, perbaikan peraturan

pemanfaatan FABA setidaknya mengatur model bisnis, standar teknis
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kualitas, skema pemanfaatan, harga, klasterisasi wilayah, dan peninjauan
regulasi rutin. Khusus model bisnis dapat dilakukan dengan segera
mengalihkan pengeloaan FABA dari Koperasi Karyawan Unit Induk
PLN kepada PT EMI atau pihak ketiga lainnya agar pengelolaan FABA
lebih optimal.
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